
 
 

BUPATI PADANG PARIAMAN 
PROPINSI SUMATERA BARAT 

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN 
NOMOR 64 TAHUN 2019 

T E N T A N G 

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN  

DAN BELANJA NAGARI  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PADANG PARIAMAN, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan anggaran 
pendapatan dan belanja nagari yang sesuai dengan 

prinsip pengelolaan keuangan nagari yang dikelola 
secara tertib, taat pada peratutan perundang-

undangan, efektif, efisien, transparan dan bertanggung 
jawab dengan memperhatikan asas keadilan, 
kepatutan dan manfaat untuk masyarakat perlu 

pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan 
belanja nagari; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Nagari; 

Mengingat : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam 
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 
Nomor 25); 

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3898); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang 
Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera 

Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4187); 

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495); 

 

SALINAN 



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya  Daerah Tingkat 
II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3164); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6321); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 
2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 
tentang Pengelolaan Aset Desa; 

 

 

 

 



 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI. 
 

BAB I 
  KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Padang Pariaman. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Padang 

Pariaman. 

3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman. 

4. Pedoman Penyusunan APBNagari adalah pokok-pokok kebijakan 
sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah Nagari dalam penyusunan, 

pembahasan dan penetapan APBNagari. 

5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah  

Kabupaten Padang Pariaman. 

6. Camat adalah Camat dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten 
Padang Pariaman. 

7. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari yang dibantu Perangkat Nagari 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari di Lingkungan 

Kabupaten Padang Pariaman.  

8. Badan Permusyawaratan Nagari, selanjutnya disingkat BAMUS Nagari 

adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang 
anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan 
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.  

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari selanjutnya di sebut 
RPJM Nagari adalah rencana kegiatan pembangunan nagari dalam 

waktu 6 (enam) tahun. 

10. Rencana Kerja Pemerintah Nagari, selanjutnya disebut RKP Nagari 

adalah penjabaran RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 

11. Keuangan Nagari adalah semua hak dan kewajiban Nagari yang dapat 
dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang 

berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Nagari. 

12. Pengelolaan Keuangan Nagari adalah keseluruhan kegiatan yang 

meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan 
pertanggungjawaban keuangan Nagari. 

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, selanjutnya disebut 
APBNagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari. 

14. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Nagari  yang ditransfer 
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan 

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, 
pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan 



pemberdayaan masyarakat. 

15. Alokasi Dana Nagari, selanjutnya disingkat ADN, adalah dana 

perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi 

Khusus. 

16. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari  yang selanjutnya 
disebut PKPKN adalah Wali Nagari yang karena jabatannya mempunyai 

kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan 
Nagari.  

17. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari yang selanjutnya disingkat 
PPKN adalah perangkat Nagari yang melaksanakan pengelolaan 

keuangan nagari berdasarkan keputusan Wali nagari yang 
menguasakan sebagian kekuasaan PKPKN. 

18. Sekretaris Nagari adalah bertindak selaku koordinator pelaksana 

pengelolaan keuangan Nagari. 

19. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Nagari 

yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas 
PPKN. 

20. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat 
Nagari yang berkedudukan pada sekretariat Nagari yang menjalankan 
tugas PPKN. 

21. Kepala Urusan keuangan menjalankan fungsi kebendaharaan selaku 
bendahara Nagari. 

22. Rekening Kas Nagari yang selanjutnya disebut RKN adalah rekening 
tempat menyimpan uang Pemerintahan Nagari yang menampung 

seluruh penerimaan Nagari dan digunakan untuk membayar seluruh 
pengeluaran Nagari pada Bank yang ditetapkan.  

23. Penerimaan Nagari adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan 

Nagari yang masuk ke APBNagari melalui rekening kas Nagari. 

24. Pengeluaran Nagari adalah uang yang dikeluarkan dari APBNagari 

melalui rekening kas Nagari. 

25. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA 

adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran 
selama satu periode anggaran.  

26. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang 

ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama 
Badan Permusyawaratan Nagari. 

 

Pasal 2 

Pedoman penyusunan APBNagari  Tahun Anggaran 2019, meliputi: 

a. singkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang 
Pariaman dengan kewenangan Nagari, RKP Nagari dan kebijakan 

prioritas penggunaan Dana Desa.  

b. prinsip Penyusunan APBNagari. 

c. kebijakan Penetapan APBNagari.  



d. teknis Penetapan APBNagari.  

e. hal-hal Khusus Lainnya. 

Pasal 3 

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk melaksanakan : 

a. prinsip pengelolaan keuangan nagari yang transparan, akuntabel, 
partisipatif, efektif, efisien dan ekonomis. 

b. pengelolaan keuangan nagari secara tertib dan disiplin sesuai Peraturan 

Perundang-undangan. 

Pasal 4 

(1) Pedoman Penyusunan APBNagari sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran Peraturan Bupati ini, terdiri dari : 

a. Lampiran I :
  

Pedoman Penyusunan Pendapatan, Belanja, dan 
Pembiayaan Pemerintahan Nagari; 

b. Lampiran II : Pedoman  Daftar Kode Rekening , Bidang, Sub 

Bidang dan Kegiatan Menurut Kewenangan 
Pemerintahan Nagari 

c. Lampiran III : Pedoman Daftar Kode Rekening Pendapatan, 

Belanja, dan Pembiayaan Nagari 

d. Lampiran IV : Panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari 

tentang APB Nagari 
 

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Padang Pariaman. 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
  

 
 

 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2019 

NOMOR 64 

Ditetapkan di Parit Malintang 
pada tanggal 20 Desember 2019 

BUPATI PADANG PARIAMAN, 
 

 
dto 

 

ALI MUKHNI 

Diundangkan di Parit Malintang 
pada tanggal 20 Desember 2019 

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN, 

 
dto 

 

JONPRIADI 


